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I. 	 Kesimpulao 
Ada heberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. 	 Dalam praktek perparkiran ditemukan adanya hubungan hukum antara pemakai 
jasa parkir dengan penyelenggara tempat parldr yaitu suatu perjanjian campuran 
yang di dalamnya terkandung juga hal< dan kewajiban kedua helah pihak. 
Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban memheri ganti TUg! oleh 
penyelenggara tempat parkir apabila teIjadi kehilangan kendaraan bermotor di 
tempat parkir. 
2. 	 Terhadap pemakai jasa parkir yang mengalami kerugian atas pelanggaran­
pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parldr. pemakai jasa 
parkir dapat melakukan upaya-upaya hukum yang telah diherikan oleh Undang­
Undang. Dengan menggunakan dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar 
hukwn. upaya-upaya hukwn yang dilakukan oleh pemakai jasa parkir tersebut 
dapat ditempuh melalui 2 (dua) cam penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 
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2. 	 Saran 
Kemudian dari apa yang penulis babas, penulis bermaksud memberikan 
beberapa saran yaitu sebagai berikut: 
I. 	 Oleh karena perjanjian perparkiran merupakan perjanjian rill dan bersifat 
konsensual. maka seharusnya benar-benar terdapat suatu keseimbangan hak dan 
kewajiban di antara masing-masing pihak yang terkait. Selain itu pula diharapkan 
kepada dinas ataupm instansi-instansi yang berkaitan deogan perparkiran agar 
Iebih serius membina serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
perparkiran untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa parkir serta meminimalkan 
alau mcncegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
oleh penyelenggara tempat parkir. 
2. 	 Berkait dengan harnbatan-hambatan yang terjadi dalarn praktek perparkiran, maka 
diperlukan adanya pemhahao yang signifikan terhadap peraturan perundang­
Wldangan. dalarn hal ini khususnya Perda tentang penyelenggaraan perparkiran di 
kota Smabaya seperti misalnya pencantuman pasal-pasal yang Iebih spesffik atau 
Iebm terperinci mengenai hak dan kewajiban baik bagi pihak pemakai jasa parkir 
maupWl penyelenggara tempat parkir seperti apa yang disebutkan mengenai bak 
dan kewajiban dalam Undang-Undang Perlinduogan Konsumen, selain itu pula 
harus ada pemyataan yang tegas dan jelas khususnya pada pasal-pasal tertentu 
dalam membedakan istilah-istilab seperti parkir, penitipan, dan penyewaan laban 
beserta pertanggungjawabannya. Hal ini Wltuk menyamakan persepsi masyarakat 
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sehingga tidak akan terjadi sengketa yang berkepanjangan dalam penyelesaian 
ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotof eli tempat parkir. 
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